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Analisis dengan
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1. | Sebagaidasar | Adanya dasar | Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Peraturan  Menteri | Tidak Ada Peraturan Menteri Sosial
pelaksanaan hukum dalam | 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 4; Sosial Nomor 2 ini terdiri atas 4 BAB dan 9

pemberian
tunjangan profesi
guru bagi guru
sekolah rakyat

pemberian
tunjangan
profesi guru
bagi guru
sekolah rakyat

2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik

Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian
Sosial (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2025 Nomor 222)
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan  Menteri
Sosial Nomor 6
Tahun 2025 tentang
Perubahan atas
Peraturan  Menteri
Sosial  Nomor 2
Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian
Sosial (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2025 Nomor 504);

Pasal. Adapun BAB dalam

Peraturan Menteri Sosial

ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;

2. Pemberian Tunjangan
Profesi Guru;

3. Penghentian Tunjangan
Profesi Guru; dan

4. Ketentuan Penutup.
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009

tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta
Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5016);

. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024

tentang Kementerian Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 358);

2.

dan
Peraturan Menteri
Sosial Nomor 7

Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata

Kerja Sekolah
Rakyat (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun

2025 Nomor 509).




